FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLSEK
MANDAI POLRES MAROS

TESIS

Diajukan Oleh :

MARLISA RUHUNLELA
NIM: 4616101036

> BOSOWA
¥,

PROGRAM PASCASARJANA (S2)
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR

2019



HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLSEK MANDAI
POLRES MAROS

2. Nama Mahasi_swa : MARLISA RUHUNLELA, S.H

3. NIM : 4616101036

4. Program Studi :Magister Ilmu Hukum

.'Menj,r..éfh_j.ui'.'-.. Bl

Komisi Pembimbing

Pembimbing T e . Pembinbing B

Peof. Dr. Marsan Mas. SHM.A.
NIDN. 0919115901

Mengetahui :

Direktyr - Ketua Program Studi Magister
Pascasarjana Ilmu Hukum

of. Dr. Ir. Batara Surva, S.T.
IDN. 0913017402




PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan
saya, di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat Karya Iimiah yang pernah diajukan
oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi , dan
tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang
lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam
sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila pernyataan di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terhadap
unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta proses
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun

2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 29 Agustus 2019

Mahasiswa

Marlisa Ruhunlela, S.H



PRAKATA

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena
berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun
judul tesis ini adalah “FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIWILAYAH
HUKUM POLSEK MANDAI POLRES MAROS”. Dalam penulisan tesis ini,
penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan
penulis semoga tesis ini memenuhi Kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih
gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister lImu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Terselesaikannya Proposal ini dengan baik berkat dukungan, motivasi,
petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis
mengucapkan terima kasih kepada:

1. Segala kemulyaan dari Tuhan Yang maha Esa yang telah memberikan penulis
karunia kesehatan dan kesempatan untuk dapat melaksanakan penelitian dan
penyusunan Tesis ini;

2. Kedua Orang Tua Penulis serta seluruh keluarga yang selalu memberikan
dorongan moral, spiritual, dan material sehingga penulisan Tesis ini dapat
terselesaikan dengan baik, terlebih khusus terima kasih untuk ibunda yang
telah menemani dan bemberikan segala bentuk dukungan dan doa kepada

penulis;



10.

11.

Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M. Eng, selaku Rektor
Universitas Bosowa;

Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M. Si, selaku Direktur Program
Pascasarjana Universitas Bosowa;

Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister
[Imu Hukum Universitas Bosowa;

Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing | yang
tidak pernah bosan dan lelah dalam membimbing, guna menyelesaikan
Proposal Tesis ini;

Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.Hum,. selaku Dosen Pembimbing Il yang
selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan
Proposal Tesis ini;

Semua Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Bosowa yang telah mengajarkan dan memberikan banyak ilmu
dengan tulus. Semoga Ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di dunia dan
akhirat;

Seluruh Staf Program Pascasarjana Universitas Bosowa tanpa terkecuali yang
telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal
administrasi akademik;

Kapolsek Mandai AKP Asgar, S.M., M.H. bersama seluruh anggota Polsek
Mandai yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan Tesis ini;
Kepala Lapas Kklas. I11.a Maros dan anggota yang telah berkenan memfasilitasi
pelaksanaan penelitian dalam bentuk wawancara langsung terhadap

Narapidana kasus KDRT;



Vi

12. Kepala Kejaksaan Negeri Maros, Kasi pidum dan Jaksa penuntut umum, yang
telah membantu pelaksanaan penelitian Tesis ini;

13. Ketua Pengadilan Negeri Maros, Majelis hakim dan panitera yang telah
membantu pelaksanaan penelitian Tesis ini;

14. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister IImu Hukum yang
telah membantu dan mendorong kami dalam penyelesaian Proposal Tesis ini;

15. Kepada Semua Pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya
mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya
sehinga terselesainya Proposal Tesis ini dengan baik;

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, masih banyak
kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan,
kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis
harapkan demi hasil yang lebih baik.

Semoga Proposal Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga
bagi pembaca umumnya serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman yang
lain dalam penyusunan Hasil penelitian dikemudian hari. Atas bimbingan serta
petunjuk yang telah diberikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang
setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, 13 Juni 2019

Penulis,

Marlisa Ruhunlela, S.H



vii

ABSTRAK

Marlisa Ruhunlela; Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Polsek Mandai
Polres Maros (dibimbing oleh Marwan Mas dan Yulia A. Hasan).

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah; (1) Untuk
mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak
pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di wilayahhukumPolsekMandai. (2)
Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik
kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam
RumahTangga di wilayah hokum Polsek Mandai.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu
metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata
dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian
dilakukan di wilayah hukum Polsek Mandai Polres Maros, dan yang menjadi
fokus pada peneilitian ini ada dua yakni: Preventif dan Represif: Jenis dan sumber
data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menujukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan
secara preventif terdiri atas Kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat dan
Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Bekerja sama dengan Lembaga
sedangkan upaya represif dilakukan dengan Pertama, dimulai dengan adanya
laporan. Kedua, SPKT meneruskan laporan ke Reskrim bagian Unit PPA. Ketiga,
memberikan pelayanan terhadap korban, Keempat, Polsek Mandai bekerja sama
dengan LSM untuk memberikan pelayanan pendampingan psikologis. Kelima,
Unit PPA Polsek Mandai bekerja sama dengan lembaga jejaring penanganan
FPK2PA yang menyediakan rumah aman (shelter). Keenam, setelah proses
penyidikan selesai dibuat berkas perkara hasil penyidikan. Ketujuh, Unit PPA
memonitoring pelaksanaan sidang pengadilan terhadap kasus KDRT yang telah
diajukan melalui Penuntut Umum. Sementara kendala yang dihadapi adalah tidak
adanya peraturan pelaksana terkait perintah perlindungan, keterbatasan dana dan
keluarnya hasil visum et repertum membutuhkan waktu yang lama, keterbatasan
sumber daya manusia, kurang maksimalnya pelayanan konseling untuk korban,
dan kurangnya pemahaman polisi terhadap pentingnya perintah perlindungan
bagikorban. Keempat, keterbatasan sarana prasarana dan terdapat korban
yangenggan ditempatkan di rumah aman.

Kata kunci: fungsi kepolisian, tindak pidana, KDRT
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ABSTRACT

Marlisa Ruhunlela; The Function of the Police in Overcoming Crimes in
Domestic Violence in the Legal District of Mandai Police Station Maros Police
Station (supervised by Marwan Mas and Yulia A. Hasan).

The objectives to be achieved in this study are; (1) To find out and analyze
the efforts of the police in tackling the crime of violence in the household in the
area of the Police Police in Mandai. (2) To find out and analyze the Obstacles
faced by police investigators in the effort to overcome the crime of violence in the
household in the area of Mandai Police.

The research used is empirical legal research, which is a legal research
method that functions to see the law in the real sense and examine how law works
in the community. The study was conducted in the jurisdiction of the Mandai
Police Station Maros, and the focus of this study was twofold: Preventive and
Repressive: Types and sources of data used were primary data and secondary
data.

The results of the study showed that prevention efforts carried out
preventively consisted of Community Outreach Activities and Socialization of the
Protection of Women and Children in Collaboration with Institutions while
repressive efforts were carried out with the First, starting with a report. Second,
SPKT forwards the report to the Criminal Investigation Unit of the PPA Unit.
Third, providing services to victims, Fourth, Mandai Police in collaboration with
NGOs to provide psychological assistance services. Fifth, the Mandai Police PPA
Unit works closely with the FPK2PA handling network that provides a safe house
(shelter). Sixth, after the investigation process has been completed the case file for
the investigation is made. Seventh, the PPA Unit monitors the conduct of court
hearings on domestic violence cases that have been submitted through the Public
Prosecutor. While the obstacles faced are the absence of implementing
regulations related to protection orders, limited funds and the release of visum et
repertum results require a long time, limited human resources, lack of maximum
counseling services for victims, and lack of police understanding of the
importance of protection orders for victims. Fourth, limited infrastructure and
there are victims who are reluctant to be placed in safe houses.

Keywords: police function, criminal acts, domestic violence
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam pasal 1
ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke
tiga. Sehingga seluruh warga Indonesia maupun warga negara asing wajib
mengikuti peraturan yang berlaku dan semua tindakan-tindakan yang
berkaitan dengan kejahatan harus ditangani oleh lembaga pemerintah dengan
sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang.
Hukum merupakan suatu norma yang berfungsi mengatur mengenai segala
sesuatu tentang tingkah laku sehari-hari manusia dalam masyarakat agar tidak
merugikan orang lain dan kepentingan umum. Hukum pada umumnya yang
dimaksud adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-
kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang
tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat
dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.
Polri merupakan lembagaeksekutif yang bergerak di garda terdepan dalam
menangani kasus, maka dari itu semua tindakan yang diambi oleh polri harus
sesuai dengan undang-undang, dan melihat kepentingan dari kedua belah pihak
baik korban maupun pelaku. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi
kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum
menurut  kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia.Daerah Maros memiliki ruang lingkup hukum. Ruang lingkup tersebut

yang bertanggung jawab adalah Polda Daerah Sulawesi Selatan, selanjutnya di



tingkat kabupaten yang bertanggung jawab adalah Polres, sedangkan di
tingkatkecamatan yang bertanggung jawab adalah Polsek.

Polsek Mandai merupakan bagian dari instansi Kepolisian Republik
Indonesia yang membawahi wilayah hukum Kecamatan. Polsek Mandai
mempunyai tugas dan tujuan yang esensial yang sama. Kepolisian pada umumnya
yakni untuk melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Sesuai dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia Pasal 6 ayat 2 “Dalam rangka pelaksanaan peran dan
fungsi kepolisian, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah
hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik
Indonesia”.

Dalam pelaksanaan hukum dijalankan oleh aparat penegak hukum
untuk menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui
lebih jelas mengenai tugas pokok kepolisian secara umum maka dapat dilihat
dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang menyatakan;

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. Menegakkan hukum; dan

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan



hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.Polisi
menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat, baik preventif (pencegahan)
maupun represif (pemberantasan).Dalam peradilan, kepolisian mempunyai
tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam Pasal 7 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, penyidik
mempunyai wewenang sebagai berikut;

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak

pidana;

melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal

diri tersangka;

melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

mengambil sidik jari dan memotret seorang;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

9. mengadakan penghentian penyidikan;

10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

w

No ok

Sekarang ini  banyak terjadi  fenomena-fenomena  yang
memprihatinkan dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat.Sebut saja
kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi di mana-mana.Bila
diteliti, banyak penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut,
dari mulai masalah-masalah sepele hingga permasalahan yang serius.

Kekerasan dalam rumah tanggayang dulu dianggap mitos dan
persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan
rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga yang disingkat (UU

PKDRT)makapersoalan KDRT inimenjadi domain publik. Sebagian besar



korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami,
walaupun ada juga korban justru sebaliknya atau orang-orang yang
tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.

Dalam Pasal 1 butir (1) UUKDRT disebutkan bahwa Kekerasan
Dalam Rumah Tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis, dan atau penelantaran dalam rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup
rumah tangga”.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial serius yang
kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena; pertama,KDRT
memiliki ruang lingkup yang relative tertutup (pribadi) dan terjaga ketat
privasinya karena persoalan terjadi di dalam keluarga. Kedua, KDRT
seringkali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri
sekehendak merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah
tangga. Ketiga, KDRT terjadi pada lembaga yang legal yaitu perkawinan.

Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai
hubungandarah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan
suami, dan anak bahkan pembatu rumah tangga, tinggal di rumah ini.
Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh sikorban karena terpaut
dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami.
Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi

rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. UU No. 23 Tahun

2004 secara substanstif memperluas institusi dan lembaga pemberi



perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga,
Advokat, lembagasosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan atau pihak
lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan
pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi
perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi
termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya adapun peran
pihak lainnya lebih bersifat individual. Peran itu diperlukan karena luasnya
ruang dan gerak tindak pidana KDRT, sementara institusi dan lembaga resmi
yang menangani perlindungan korban KDRT sangatlah terbatas. Pihak
lainnya itu adalah setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui
terjadinya tindak pidana KDRT. Mereka diwajibkan mengupayakan
pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat serta membantu pengajuan
permohonan penetapan perlindungan baik langsung maupun melalui institusi
dan lembaga resmi yang ada. Dilihat dari stelsel hukum pidana, tindak pidana
KDRT ini adalah tindak kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni tindak pidana penganiayaan,
kesusilaan, serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan.

Ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan KDRT telah merumuskan beberapa tindak pidana
yang dapat dipandang sebagai terobosan kerena menjangkau kedalam rumah
tangga yang selama ini tertutup bagi hukum. Dimana penanganan KDRT
diserahkan kepada aparat POLRI sebagai ujung tombak proses penyidikan

dan penanganannya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Adapun kasus yang berkembang di wilayah hukum polsek mandai
dilihat dari salah satu berita terkait halnya kekerasan dalam rumah tangga
yakni, Kasus perselingkuhan masih mendominasi kasus kekerasan dalam
rumah tangga yang dilaporkan kalangan masyarakat ke Kepolisian. Menurut
AKP. Asgar Kapolsek Mandai(Tanggal wawancara 21 Juli 2019), kasus
perselingkuhan adalah kasus yang paling dominasi dilaporkan oleh
masyarakat. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga cukup
beragam, seperti persoalan ekonomi, hingga suami yang kerap mabuk-
mabukan. Tercatat sejak Tahun 2017 hingga Juni Tahun 2019 terdapat 33
kasus (KDRT). Dengan rincian sebagai berikut, pada Tahun 2017 ada 7
laporan yang diselesaikan dengan jalan tidak murni/pencabutan laporan
karena berdamai dan pula 10 kasus yang diselesaika nmelalui Unit
Pembinaan Masyarakat (BINMAS). Pada Tahun 2018 ada 3 laporan yang di
terima, 1 kasus diselesaikan secara murni sementara 2 kasus lainnya
diselesaikan  secara tidak murni, ada juga 5 kasus yang
diselesaikanmelaluiUnitBINMAS. Pada Tahun 2019 yang berjalan sampai
bulan Jun terdapat 5 laporan, 1 laporan diselesaikan secara murni dan 4
laporan diselesaikan secara tidak murni, sementara 3 kasus diselesai kan
melalui Unit BINMAS. paya yang dilakukan penyidik kepolisian tersebut
adalah melakukan pendampingan untuk merukunkan kembali pasangan suami
isteri meskipun tidak seluruhnya berhasil. Berdasarkan data di Polsek Mandai
bahwa mereka dapat berkomunikasi untuk menyelesaikan masalahnya secara
kekeluargaan, Sedangkan pilihan untuk menyelesaikan permasalahan

kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum, yang merupakan pilihan



dari tiap-tiap pasangan yang berdasarkan atas pilihan pribadi mereka. Sebagai
contoh kasus yang terjadi dilapangan dalamTahun 2019 telah di ambil 2 kasus
tindak pidana KDRT yang telah ditangani oleh Polsek Mandai, yaitu 1 kasus
pada tanggal 21 Februari 2019 dan 1 kasus pada tanggal 28 Maret 2019 yang
berhasil ditangani dengan berbeda jalan penyelesaian perkara.

Stereotipe bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masuk
dalam wilayah privat yang tidak perlu dicampuri publik, mengekalkan tindak
pidana kekerasan dalam rumah tangga dan berkesinambungan dengan korban
yang bungkam. Oleh karena itu diperlukan kebijakan penanggulangannya,
sehingga dapat mengelimini rangka tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga sampai pada titik terendah.Dalam upaya penanggulangan Tindak
Pidana KDRT sangat diperlukan peran aparat penegak hukum terutama
kepolisian sebagai ujung tombak dari sistem peradilan pidana.Berdasarkan
alasan diatas, maka penulis tertarik untuk menyajikannya menjadi suatu

penelitian dalam tesis ini.

Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang penelitian di atas, maka permasalahan
yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum PolsekMandai?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi penyidik kepolisian dalam
upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di

wilayah hukum polsek mandai?



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam
menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di
wilayah hukum PolsekMandai.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan-hambatan yang dihadapi
penyidik kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum PolsekMandai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat teoritis,
Penelitian ini diharapkan berguna bagi penemuan konsep-konsep hukum
tentang kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polsek Mandai Kota
Maros dan prospektif kebijakan penanggulangan tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga yang tepat bagi masa depan. Oleh karena itu
penelitian ini dapat menambah khasana perkembangan ilmu hukum,
Khususnya Hukum Pidana Indonesia.

2. Manfaat praktis,

Penelitian diharapkan dapatm emberikan solusi bagi penyidik kepolisian
Polsek Mandai berdasarkan hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya
menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga menjadi

bahan masukan untuk membuat kebijakan selanjutnya.
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Pengertian Tindak Pidana

Menurut Amir llyas (2012: 20)

“Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Straf baarfeit dan dalam

kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan

istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan
suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana
atau perbuatan pidana atau tindak pidana”

LI'indak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yangpokok
dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan
pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang
telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya
suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatanpidanannya sendiri, yaitu
berdasarkan asas legalitas(principle of legality) asas yang menentukan
bahwa tidakada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidanajika
tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini
lebih dikenal dalam Bahasa latinsebagai Nullum delictum nulla poena
sine praevia lege(tidakada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih
dahulu).

Unsur — Unsur Tindak Pidana
Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal dua

aliranyaitu aliran monistis dan aliran dualistis Masruchin Rubah

(2001:23)
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“Aliran monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan
pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan
unsur yang melekat pada perbuatannya (criminal act) dengan unsur
yang melekatpada orang yang melakukan tindak pidana (criminal
responsibility atau criminal liability yang berarti pertanggungan-
jawab dalam hukum pidana)”

Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok aliran monistisdiantaranya:

Simon, Mezger, dan Wirdjono Prodjodikoro.

Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagaiberikut:

a) Perbuatan manusia (positif atau negatif).

b) Diancam dengan pidana.

¢) Melawan hukum.

d) Dilakukan dengan kesalahan.

e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Wirdjono Prodjodikoro (2002: 11) mengemukakan unsur-unsur
tindakpidana  sesuai dengan definisi yang dikemukakannya
sebagaiberikut: “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya
dapat dikenakan pidana”. Unsur-unsur tindak pidana menurut Wirdjono
meliputi unsur perbuatan dan pelaku.

Aliran dualistis memisahkan antara criminal act dengancriminal
responsibility, yang menjadi unsur tindak pidana menurutaliran ini
hanyalah unsur-unsur yang melekat pada criminal act (perbuatan yang
dapat dipidana). Sarjana-sarjana yang termasukdalam aliran dualistis
diantaranya: H.B. VVos, W.P.J. Pompe,Moeljatno

Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidanasebagai

berikut :
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1. Perbuatan (manusia).
2. Memenuhi rumusan undang-undang.
3. Bersifat melawan hukum.

Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil.
Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat
melawan hukum merupakan syarat materiil. Keharusan demikian, karena
perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul oleh masyarakat dirasakan
sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Menurut Moeljatno
bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak

pidana.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Nursyahbani Katjasungkana (1999:34):

”Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi wacana tersendiri
dalam keseharian. Perempuan dan juga anak sebagai korban utama dalam
kekerasan dalam rumah tangga, mutlak memerlukan perlindungan
hukum”.

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama
kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia
dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan Negara tersebut didasarkan pada pasal 28 Undang-
Undang Dasar Negara Rl Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 G
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan

bahwa;

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, ~ martabat, dan harta ~benda yan? di  bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan “perfindungan dari
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ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi”.

Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Rl Tahun
1945 menentukan bahwa :

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan”.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan
secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada
kenyataannya sering terjadi. Lembaga keluarga, yang seharusnya menjadi
tempat berlindung bagi individu ternyata justru menjadi ancaman bagi
keselamatan dirinya sendiri. Untuk merespon harapan masyarakat dalam
adanya suatu keadilan dalam keutuhan anggota keluarga, maka
pemerintah pada tanggal 22 September 2004 telah mengesahkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-Undang ini diharapkan dapat
mereduksi ketimpangan atau ketidak adilan gender dan tidak ada satu
pihak yang merasa tersubordinat dengan pihak lain.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
ini bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi, dan berusaha
menjamin perlindungan terhadap korban sebagai pihak yang lemah yang
menerima perlakuan kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Hal ini
ditegaskan dalam Konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 yang berbunyi :

a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan

bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila
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dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah
tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan
martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;

c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan
adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara
dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau
ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan
derajat dan martabat kemanusiaan;

d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga
banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum
menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah
tangga;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-
Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebelum mengetahui apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam
rumah tangga, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan
kekerasan. Kekerasan (violence) mempunyai makna sebagai :

“serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap
seseorang atau binatang, atau serangan penghancuran, pengrusakan
yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu
yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.”

Berdasarkan atas uraian tentang kekerasan diatas, kekerasan tidak

hanya meliputi pencurian, perampokan, penganiayaan dan pembunuhan
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akan tetapi juga secara psikologis dengan ancaman, tekanan dan
sejenisnya yang dilakukan untuk menghasilkan akibat terhalangnya
aktualisasi kemampuan potensial mental dan daya pikir seseorang.
Kekerasan psikologis biasanya dilakukan melalui rekayasa bahasa yang
berupa stigma-stigma. Perbuatan seperti: menghina, mengancam atau
menakut-nakuti sebagai upaya dan sarana untuk memaksakan kehendak
mengisolasi istri/anak dari dunia luar. Tindakan ini semua bertujuan
untuk menekan emosi korban dan menjadi penurut, selalu bergantung
pada suami atau orang lain dalam segala hal. Akibatnya korban selalu
dalam keadaan tertekan atau bahkan takut.

Menurut Sanford Kadish (1983: 1618) mengemukakan bahwa
pengertian kekerasan (violence) sebagai :

“All types of illegal behavior, either threatened or actual that
result in the damage or destruction of property or in the injury or
death of an individual ”.

Bertitik tolak pada definisi di atas, tampak bahwa kekerasan
(violence) merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus
bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun
sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat
kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian
pada seseorang.

Menurut Jerome Skolnick (dalam Muhammad Azil Maskur
2006:42) bahkan mengatakan bahwa tindak kekerasan merupakan Apa

pun bila dilihat dari bentuknya, tindak kekerasan mempunyai dampak
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yang sangat traumatis bagi perempuan, baik dikaitkan maupun tidak
dengan kodrat perempuan sendiri. Cakupan yang sangat luas dari makna
kekerasan yang diberikan dalam rumusan ini merupakan refleksi dari
pengakuan atas realita sosial kekerasan terhadap perempuan yang terjadi
selama ini di seluruh dunia.

Arif Gosita (1993:269)memberikan definisi mengenai kekerasan
dalam rumah tangga, menurutnya kekerasan dalam rumah tangga adalah :

“Berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental,
fisik dan sosial pada para anggota keluarga. (anak, menantu, ibu,
istri, dan ayah, atau suami”.

Pasal | angka I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan KDRT, memberikan penjelasan apa yang dimaksudkan
tindak kekerasan, yakni:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,
yangberakibat  timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secaramelawan hukum dalam lingkup
rumah tangga”.

Berdasarkan definisi tersebut di atas terlihat untuk siapa undang-
undang ini diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan
perempuan saja, tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami
subordinasi. Pihak yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya
bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak,
melainkan juga laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak.

Kaum perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan dalam

rumah tangga pun diakui oleh pemerintah melalui pertimbangan

dibuatnya Undang-Undang Penghapusan KDRT yang menyatakan bahwa
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pemerintah mengakui bahwa KDRT merupakan pelanggaran Hak Asasi
Manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk
diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian, ditambahkan bahwa
korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat
perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan
terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau
perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Kekerasan dalam rumah tangga juga di istilahkan dengan
kekerasan domestik. dengan pengertian domestik ini diharapkan memang
tidak melulu konotasinya dalam satu hubungan suami istri saja, tetapi
juga setiap pihak yang ada di dalam keluarga itu. Jadi bisa saja tidak
hanya hubungan suami istri, tapi juga hubungan darah atau atau bahkan
seorang pekerja rumah tangga menjadi pihak yang perlu dilindungi.
Selama ini seringkali kita mendengar atau membaca di koran, tv atau
radio bahwa pembantu sering menjadi korban kekerasan. Kasus KDRT
tersebut seringkali diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun pada prakteknya
hal itu menjadi tidak terlihat karena memang status mereka yang rentan
mendapatkan perlakuan-perlakuan kekerasan.

Menurut Vony Reynata (2016:13) Kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) atau sering kita dengar dengan istilah domestic violence.
Menurut Comprehensive Textbook of Psychiatry kekerasan dalam rumah

tangga mempunyai konteks yang lebih luas dalam kaitan relationship
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termasuk hubungan perkawinan, kekerasan pada usia lanjut yang

dilakukan oleh caregiver, kekerasan yang dilakukan oleh pasangan

hubungan yang dekat.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga bahwa:

1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :

a. suami, istri, dan anak;

b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang
yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,
persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam
rumah tangga; dan atau

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam
rumah tangga tersebut.

2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang
sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam
rumah tangga yang bersangkutan.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan anak adalah termasuk anak angkat dan anak tiri.
Kemudian, yang dimaksud dengan hubungan perkawinan, misalnya
mertua, menantu, ipar, dan besan.

Jadi pada intinya siapa saja yang berada di dalam lingkup rumah
tangga dapat menjadi korban kekerasan, akan tetapi kebanyakan korban
kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Penyebab

eksternalnya berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan



18

diskriminasi gender di kalangan masyarakat.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, pasangan di luar
perkawinan tidak diatur oleh Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah
Tangga sehingga jika terjadi kekerasan antara laki-laki dan perempuan
yang hidup bersama dalam satu rumah tidak dapat dikenai Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini. Tidak
diakuinya pasangan yang hidup bersama di luar perkawinan karena jika
mengacu pada Undang-Undang Perkawinan akan terlihat bagaimana
undang-undang ini memandang suatu perkawinan yang harus dilakukan
olen laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum agama dan
kepercayaan (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan), serta
perkawinan itu didaftarkan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Perkawinan).

Jika dibandingkan dengan pengertian negara lain seperti di
Amerika, Lingkup dalam rumah tangga dalam kekerasan dalam rumah
tangga sebenarnya tidak hanya terdiri dari pasangan suami istri yang
sudah menikah saja. Pasangan yang tidak terikat dalam perkawinan dan
tinggal bersama sebagai suami istri atau yang berpacaran masuk dalam
kategori keluarga.

Adanya ketentuan demikan dalam Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebabkan pasangan laki-laki dan
perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan meski sudah

memiliki anak tidak akan tersentuh oleh Undang-Undang Penghapusan
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Kekerasan dalam Rumah Tangga. Padahal, dalam kenyataannya banyak
sekali pasangan yang tidak terikat perkawinan, termasuk juga pasangan
sejenis, di kota-kota besar di Indonesia, yang karena keterbatasan dana
tidak mampu membiayai perkawinannya sehingga mereka sering kali
harus menunggu momentum kawin massal.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga juga membatasi hubungan yang
berdasarkan hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan
perwalian.

Menurut Arif Gosita (1993:25) Padahal, dalam kenyataannya
sering orang tinggal satu rumah karena hubungan adat dan agama,
misalnya orang yang jauh di perantauan maka biasanya mereka akan
tinggal dengan kenalan, teman, atau saudara jauh dari daerah atau
berdasarkan agama yang sama. Mereka yang jauh dari keluarga biasanya
rentan mengalami kekerasan.

Pasal 2 ¢ dan Pasal 2 angka (2) menunjukkan bahwa pemerintah,
melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,
mengakui bahwa orang yang bekerja di dalam rumah tangga atau pekerja
rumah tangga merupakan orang di diluar hubungan darah dan di luar
perkawinan yang rentan mengalami kekerasan di dalam rumah tangga.
Meski demikian, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga masih membatasi hanya pembantu rumah tangga yang menginap

yang mendapatkan perlindungan Undang-UndangPenghapusanKekerasan
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dalam Rumah Tangga, sedangkan untuk pembantu rumah tangga yang

tidak menginap atau paruh waktu tidak masuk dalam lingkup rumah

tangga menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga ini.

Melindungi korban di sini adalah segala upaya untuk memberi

rasa aman pada korban, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu :

“Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang

dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, kepolisian,

kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan pengadilan.”

Menurut Barda Nawawi Arief (2007:61 )mencoba dapat dilihat
dari 2 makna, yaitu:

a. dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi
korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan
hukum seseorang).

b. dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh
jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah
menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan
korban’). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik
(rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan
permaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensai,
jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Kegiatan pemulihan terhadap korban itu sendiri dijelaskan dalam

Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama

Pemulihan korban KDRT Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa:

Pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban

kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik
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maupun psikis.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 penyelenggaraan
pemulihan adalah segala tindakan yang meliputi pelayanan dan
pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun
bentuk kegiatan pemulihan korban seperti tercantum pada Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 meliputi:

a. pelayanan kesehatan;
b. pendampingan korban;
c. konseling;

d. bimbingan rohani; dan
e. resosialisai.

Alasan korban kekerasan dalam rumah tangga tetap bertahan atau
berupaya mempertahankan perkawinannya menurut penelitian dari
RifkaAnnisa Women’s Crisis Centre Yogyakarta mengemukakan adanya
teori lingkaran kekerasan. Teori Lingkaran Kekerasan terdiri dari tiga
tahap, yaitu: tahap munculnya ketegangan, tahap pemukulan akut, dan
tahap bulan madu.

Pada tahap munculnya ketegangan yang mungkin disebabkan
percekcokan terus-menerus atau tidak saling memperhatikan atau
kombinasi keduanya dan kadang-kadang disertai dengan kekerasan kecil.
Namun, semua ini biasanya dianggap sebagai “bumbu” perkawinan.
Kemudian, pada tahap kedua, kekerasan mulai muncul berupa meninju,

menendang, menampar, mendorong, mencekik, atau bahkan menyerang
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dengan senjata. Kekerasan ini dapat berhenti kalau si perempuan pergi
dari rumah atau si laki-laki sadar apa yang dia lakukan, atau salah
seorang perlu dibawa ke rumah sakit.

Pada tahap bulan madu, laki-laki sering menyesali tindakannya.
Penyesalannya biasanya berupa rayuan dan berjanji tidak akan
melakukannya lagi. Bahkan, tidak jarang laki-laki sepenuhnya
menunjukkan sikap mesra dan menghadiahkan sesuatu. Kalau sudah
begitu, biasanya perempuan menjadi luluh dan memaafkannya karena ia
masih berharap hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Hal-hal di atas
menyebabkan mengapa perempuan tetap memilih bertahan meski
menjadi korban kekerasan karena pada tahap bulan madu ini perempuan
merasakan cinta yang paling penuh. Namun, kemudian tahap ini pudar
dan ketegangan dan kekerasan, selanjutnya terjadi bulan madu kembali.
Demikian seterusnya lingkaran kekerasan ini berputar jalin-menjalin
sepanjang waktu.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai diatur
dalam Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga antara lain:

a. kekerasan fisik;

b. kekerasan psikis;

c. kekerasan seksual atau

d. penelantaran rumah tangga.

Makna dari kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: “Perbuatan yang
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mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.” Kekerasan fisik
cukup sering terjadi dalam relasi suami-istri. Apa yang dilakukan suami
dapat sangat beragam, mulai dari menampar, memukul, menjambak,
mendorong, menginjak, melempari dengan barang, sampai menusuk
dengan pisau, bahkan membakar. Kita mencatat kasus-kasus dimana istri
mengalami cedera berat, cacat permanen, bahkan kehilangan nyawa
karena penganiayaan yang dilakukan suami. Perlu pula diperhatikan
bahwa kekerasan fisik yang dilakukan suami dapat tidak berdampak, atau
hilang bekas fisiknya, tetapi hampir selalu memiliki implikasi psikologis
dan sosial yang serius pada korbannya.

Kemudian yang dimaksudkan dengan kekerasan psikis menurut
Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
adalah:

“Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya
diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,
dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena
sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga
hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri
agar terpenuhi kebutuhan emosinya. Hal ini penting untuk perkembangan
jiwa seseorang. ldentifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis
lebih sulit diukur dari pada kekerasan fisik. Kekerasan psikis juga disebut
kekerasan non fisik/kekerasan emosional/kekerasan mental. Berbagai

bentuk kekerasan yang digolongkan kedalamnya adalah kekerasan yang

tidak bersifat fisik, seperti ucapan-ucapan menyakitkan, kata-kata kotor,
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bentakan, penghinaan, ancaman.

Selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut
Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
adalah:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang
menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup
rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau
tujuan tertentu.

Kekerasan seksual mencakup setiap kekerasan yang bernuansa
seksual antara lain: perkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan
dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah
hubungan seks, pemaksaan berbagai posisi dan kondisi hubungan
seksual, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, pornografi, penghinaan
terhadap seksualitas perempuan melalui bahasa verbal, ataupun
pemaksaan pada istri untuk terus menerus hamil.

Penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,

perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
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b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan
cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di
dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali
orang tersebut.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa penelantaran
rumah tangga berarti kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada
seseorang yang memiliki ketergantungan kepada pihak lain, khususnya
dalam lingkungan rumah tangga. Kurang menyediakan sarana perawatan
kesehatan, pemberian makanan, pakaian dan perumahan yang sesuai
merupakan faktor utama dalam menentukan adanya penelantaran.
Namun, harus hati-hati untuk membedakan antara “Ketidak mampuan
ekonomis” dengan “penelantaran yang disengaja”.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam kelompok ini adalah kekerasan
yang tampil dalam manifestasi, atau terkait dengan berbagai dimensi
ekonomi. Beberapa manifestasinya antara lain: untuk mengontrol
perilaku istri, suami tidak memberikan uang atau pendapatan untuk
memenuhi kebutuhan keluarga, sementara itu istri juga dilarang bekerja.
Uang diberikan dalam jumlah kecil, bertahap-tahap, hanya bila istri
melakukan apa yang diinginkan oleh suami. Suami tidak bertanggung
jawab menafkahi keluarga, dan membiarkan istri mencari sendiri cara
untuk menghidupi diri dan anak-anak; suami sengaja menghambur-

hamburkan uang sementara istri dan anak berkekurangan; suami
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memaksa istri mencari uang, suami mempekerjakan istri; atau juga suami
mengambil/menguasai uang/barang milik istri dengan berbagai cara dan
alasannya.

2. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Rita Serena Kolibonso (2015:56):

Kekerasan adalah suatu bentuk tindakan yang dia lakukan
terhadap pihak-pihak lain, baik pelakunya perorangan ataupun lebih dari
seseorang, yang mengakibatkan penderitaan pada pihak lain. Kekerasan
dapat terwujud dalam dua bentuk yakni kekerasan fisik, sehingga dapat
mengakibatkan cacat bahkan sampai kematian dan kekerasan psikologi
yang tidak berakibat pada fisik korban, namun timbulnya trauma
berkepanjangan pada korban terhadap hal-hal yang telah dialaminya.

Pengertian dari kekerasan rumah tangga dalam pasal layat (1)
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT adalah setiap
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis, dan penelataran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan,pemaksaan,atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum danlingkup rumah tangga

3. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ada beberapa istilah yang dapat digunakan untuk tindak pidana,
antara lain delict (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang
boleh dihukum, pelanggaran pidana, criminal act dan sebagainya. Tindak
pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman
pidana.

Dari pengertian secara etimologis ini menunjukkan bahwa tindak

pidana adalah perbuatan kriminal, yakni perbuatan yang diancam dengan
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hukuman. Dalam pengertian ilmu hukum, tindak pidana dikenal dengan
istilah crime dan criminal.
Kata crimemenurut Stefen H. Gifis (1993:112) adalah:

“A wrong that government has determined is injurious to the public

and that may therefore be prosecuted in a criminal proceeding.

Crimes include felonies and misdemenanors. A common law crime

was one declaredto be offense by the exclusivelu statutory in nearly

every Americanjurisdiction”.

(sebuah kesalahan yang ditetapkan pemerintah adalah yang merugikan

orang banyak dan berkemungkinan menyebabkan adanya tuntutan

secara pidana. Tindak pidana meliputi kekerasan dan pelanggaran
hukum. Dalam system  hukum Common Law, kini seluruh pelaku
tindak pidana dinyatakan secara tegas di hampir setiap jurisdiksi

Amerika).

Pengertian criminal menurut Gifis adalah; a). done with malicious
intent, with a disposition to injure person or property b). one who has been
convicted of a violation of the criminal laws. Dengan terjemahan a).dilakukan
dengan niat jahat dengan kecenderungan perbuatan untuk melukai/menyakiti
seseorang atau hak milik, b). seseorang yang telah menjadi narapidana karena
kejahatannya.

Perbuatan kriminal adalah perbuatan kejam dan jahat yang dilarang
dan diancam dengan hukuman. Perbuatan atau tindak pidana adalah
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang juga disertai
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar
larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan
yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan tersebut

ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan
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kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena
itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu harus ada
hubungan yang erat pula, yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain.
Suatu kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkannya bukanlah
orang. Dan seseorang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian
yang ditimbulkan olehnya. Untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka
dipakaikanlah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang
menunjuk kepada dua keadaan kongkrit yaitu adanya kejadian yang tertentu
dan adanya orang yang menimbulkan kejadian itu.

Dari pengertian ini, maka menurut Moeljatno (1987:37), setidaknya
terdapat 5 (lima) unsur perbuatan pidana, yaitu:

1. kelakuan dan akibat,

2. ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
3. keadaan tambahan yang memberatkan pidanan,
4. unsur melawan hukum yang objektif,

5. unsur melawan hukum yang subjektif.

Pembatasan untur-unsur perbuatan pidana ini merupakan langkah
limitatif guna memperoleh kejelasan tentang pengertian perbuatan pidana.
Hal ini penting mengingat perbuatan pidana akan berkaitan secara langsung
dengan pertanggungjawaban pidana (criminal liability).

Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat

dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat
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disalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut
dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian, orang
yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang
tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis,
geen straf zonder schuld, yaitu tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan.

Sementara itu, Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno
mengatakan bahwa istilah schuld diartikan pula dengan kesalahan atau
pertanggungjawaban. Simons merumuskannya sebagai berikut: “kesalahan
adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan
perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan
perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela
karena melakukan perbuatan tadi. Simons menyatakan perbuatan pidana
adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja
ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas
tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu
perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.

Dalam literatur hukum pidana positif, perbuatan pidana merupakan
peristiva hukum kongkrit yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa
bagian, yaitu:

1) Kejahatan dan Pelanggaran.

2) Perbuatan Pidana Materil dan Formil.

3) Perbuatan Pidana Komisi dan Omisi.

4) Perbuatan Pidana Selesai dan Terus-menerus.

5) Perbuatan Pidana Sederhana dan Berat.
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6) Perbuatan Pidana Biasa dan Aduan.
7) Perbuatan Pidana Umum dan Khusus.

Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap
Perempuan (PBB,1993) membagi ruang terjadinya Kekerasan Terhadap
Perempuan atas 3 lingkup, yaitu di keluarga (domestic), di masyarakat (public
domain) serta dilakukan oleh negara (state). Pembagian ruang lingkup ini
yang kemudian menguak kejahatan yang selama ini tersembunyi dan
terlindungi dari intervensi luar untuk membantu korban dari berbagai bentuk
kekerasan dalam keluarga. Yang belakangan ini dikenal dengan sebutan
kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence).

Menurut Rita SerenaKolibonso (2015:32) Ada sejumlah alasan
mengapa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia harus
disebut sebagai kejahatan. Secara garis besarnya alasan-alasan tersebut bisa
dikategorikan ke dalam tiga alasan mendasar yaitu,

1) alasan berdasarkan fakta;

2) alasan berdasarkan komitmen negara; dan

3) alasan berdasarkan pengalaman negara lain.

1) Alasan berdasarkan fakta

Perempuan Indonesia pada umumnya, hingga saat ini masih

sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan dalam
kehidupannya, baik di lingkungan rumah tangga maupun keluarganya.
Ini merupakan fakta yang sukar untuk dibantah, apalagi jika Kita

memasukkan juga kekerasan yang mereka alami di lingkup kehidupan
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tertentu di tingkat masyarakat dan negara. Kumpulan fakta
memperlihatkan terjadinya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah
tangga. Sebagian besar korbannya adalah perempuan dewasa dan anak-
anak. Berbagai dampak kekerasan yang mengancam kehidupan kaum
perempuan ini merupakan fakta hukum yang harus menjadi
pertimbangan utama dalam menyatakan perbuatan tersebut sebagai
kejahatan terhadap kemanusiaan.
Alasan berdasarkan komitmen negara
Sebagai salah satu negara anggota PBB dan negara peserta

ratifikasi Konvensi PBB, maka sudah sewajarnya Indonesia terikat pada
sejumlah kesepakatan dan perjanjian internasional/konvensi mengenai
diskriminasi, dan salah satunya adalah Konvensi Penghapusan
SegalaBentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (1979). Konvensi PBB
tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konferensi HAM PBB di Wina (1993)
mengeluarkan Deklarasi dan Program Aksi yang menegaskan dua butir
penting berikut:
a. Partisipasi penuh dan setara bagi perempuan dalam kehidupan

politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya pada tingkat nasional,

regional dan internasional; serta penghapusan diskriminasi berdasar

jenis kelamin, merupakan tujuan utama masyarakat sedunia.
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b. Kekerasan berbasis gender dan segala bentuknya, tidak sesuai
dengan martabat dan harga diri manusia serta harus dihapuskan.

Dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan ke-1V di Beijing (1995),
yang melahirkan Deklarasi dan Landasan Aksi, kekerasan terhadap
perempuan termasuk salah satu dari 12 bidang kritis yang dicantumkan
dalam landasan aksi tersebut. Pada Sidang khusus PBB tentang
Perempuan di New York (2000), masalah kekerasan terhadap perempuan
tetap menjadi bagian dari sejumlah masalah kritis yang dipantau dan
diperhatikan.
Alasan berdasarkan pengalaman Negara lain

Di Malaysia, perbuatan penderaan, penganiayaan fisik terhadap
perempuan cukup tinggi jumlahnya, penderaan tersebut dilakukan oleh
suami atau teman lelaki korban. Diperkirakan 1.800.000 (36%)
perempuan Malaysia yang berumur di atas 15 tahun telah dipukul secara
fisik oleh suami atau teman lelakinya pada tahun 1989. Malaysia
akhirnya sejak tahun 1994 membuat Undang-Undang mengenai
kekerasan dalam rumah tangga dinamakan sebagai “Akta Keganasan
Rumahtangga 1994”. Beberapa negara lain yang juga menerbitkan secara
khusus undang-undang mengenai domestic violence ini antara lain
Selandia Baru, Amerika Serikat, Australia, Karibia dan Meksiko.

Sebagai upaya untuk mencegah dan menghapuskan tindak
kekerasan dalam rumah tangga, maka setiap orang yang melakukan

tindak kekerasan terhadap orang-orang yang ada dalam lingkup rumah
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tangga seperti dimaksudkan di atas, akan dikenakan sanksi sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 44 -Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia
tentang Penghapusan KDRT:

Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan fisik, cukup tinggi
seperti yang diatur dalam pasal 44. Pelaku kekerasan fisik diancam
pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bila mengakibatkan korban
jatuh sakit atau luka berat dikenai pidana penjara maksimal sepuluh
tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah).

Sementara bila mengakibatkan matinya korban diancam hukuman
maksimal lima belas tahun atau denda Rp45.000.000,00 (empat puluh
lima juta rupiah). Lain lagi halnya apabila perbuatan tersebut
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan
jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, diancam pidana
paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah).

Sedangkan pada pelaku kekerasan psikis dikenakan pidana penjara
maksimal tiga tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan
juta rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit
atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara

paling lama empat bulan atau denda maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta
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rupiah). (pasal 45).

Bagi pelaku kekerasan seksual tidak luput dari ancaman hukuman
penjara paling lama dua belas tahun dan maksimal denda
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Lain halnya apabila
kekerasan seksual dilakukan dengan tujuan komersial dan atau tujuan
tertentu, ancaman pidannya penjara paling singkat empat tahun dan
paling lama lima belas tahun atau denda minimal Rp12.000.000,00 (dua
belas juta rupiah) dan denda maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).

Lain lagi halnya dengan kekerasan seksual yang mengakibatkan
korban mendapat luka yang tidak akan sembuh, gangguan pikiran atau
kejiwaan sekurang-kurangnya selama empat minggu terus menerus atau
satu tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam
kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi,
dipidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh
tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah). (pasal 46 — pasal 48).

Demikian juga akan dikenakan pidana penjara paling lama tiga
tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
bagi pelaku penelantaran rumah tangga (pasal 49). Tindakan tersebut
apabila tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan

kepada orang yang ada dalam lingkup rumah tangganya. Hal ini juga
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berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi
dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak sehingga
korban berada dibawah kendali pelaku.

Faktor Kesiapan dari Rumah Tangga

Menurut Ratna Saptari (2016:34);

Pernikahan menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah
warrahmahtidak akan tercipta begitu, saja melainkan dibutuhkan
persiapan-persiapansecara memadai sebelum seorang laki-laki dan
perempuan melangkahmemasuki gerbang pernikahan,karena itu calon
pengantin laki-laki danperempuan harus mengetahui secara mendalam
tentang berbagai hal yangberhubungan dengan kesiapan dari berumah
tangga. Kesiapan pernikahan atau berlumah tangga erat kaitannya
denganpenyesuaian yang harus dilakukan individu setelah menikah
nantinya.

Menurut Sulistyowati Irianto & Sadjijono (2016:54): Beberapa
penyesuaian yang harus dilakukanyakni peneyesuaian dengan pasangan,
penyesuaian seksual, penyesuaiankeuangan, penyesuaian dengan pihak
keluarga pasangan, dan penyesuaiandiri terhadap masa ketika menjadi
orang tua. Faktor-faktor yangmempengaruhi penyesuaian dengan
pasangan diantaranya yaitu: konseppasangan yang ideal pemenuhan
kebutuhan, keserupaan latar belakang, minat dan kepentingan bersama,

nilai dan konsep peran, serta perubahandalam pola hidup.
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Dari litaratur yang dilakukan oleh Larson dan Holman
(1994), terdapat beberapa kesimpulan mengenai beberapa faktor
pranikahyang kualitas dan stabilitas pernikahan. Faktor- Faktor tersebut
tercakup dalam tiga katagori,yakni: faktor latarbelakang dan kontekstual,
kepribadian dan tingkah laku individu danproses interaksi pasangan.
Untuk katagori faktor latar belakang dankontekstual, beberapa contoh
pranikah yang terdapat didalamnya yaknistatus pernikahan orang tuadan
mertua, usia ketika menikah, tingkatpendidikan, tingkat pendapatan dan
pekerjaan.

Ditemukan bahwa faktorlatar belakang, kepribadian dan sikap
individu, dan orang terdekat secaralangsung dan atau tidak langsung
mempengaruhi  individumempresepsikan  kesiapan dirinya untuk
menikah. Selain itu merekamenemukan bahwa faktor interaksi pangan
(kualitas komunikasi, dantingkat persetujuan) persetujuan dari orang
terdekat, dan karakteristiksosial demografis (pendapatan, pendidikan dan
usia ). Holmandan Li(1997).

Berdasarkan  defenisi di atas maka peneliti  dapat
menarik kesimpulan faktor diatas sangat penting,karena membina rumah
tangga tidak semudah yang dibayangkan harus ada faktor-faktor yang
dijelaskan diatas,agar tidak terjadi selisih paham atau bisa terjadi

KDRT.
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Bentuk dan Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi merupakan dasar
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka tujuan
perkawinan dalam penjelasan undang-undang tersebut, bahwa suami
isterisaling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual
dan material.

Menurut Muhammad Azil Maskur (2006:36): Segala macam bentuk
KDRT merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan
kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang
harus dihapus dimuka bumi ini.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dengan
berbagai macam faktor penyebab yang mengakibatkan korban baik
secara fisikmaupun psikis , terhadap suami, isteri maupun anak,
sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan
terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, hal ini disebabkan para
pelaku kurang memahami dampak kekerasan rumah tangga, dan atau
juga aparat penegak hukum yang kurang memahami sistem perundang-
undangan.

Latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor23 Tahun 2004
Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga,
menspesifikasikan larangan dengan menekankan adanya ‘“Larangan

kekerasan dalam lingkup rumah tangga” yaitu:
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Kekerasan Fisik

Pembaharuan hukum yang berpihak pada keluarga rentan atau
subordinasi khususnya kaum perempuan, seperti pemukulan baik
ringan maupun berat yang mengakibatkan luka memar bahkan
menjuruskepada cacat fisik, serta kematian yang dapat dikaitkan
kepada kasus penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman
berlapis, baik menyangkut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), maupun dalam Undang-Undang Nomor23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan KDRT. Kekerasaan fisik ini dapat berupa
penganiayaan, pembunuhan baikyang dilakukan dengan tangan
kosong atau dengan alat bantu senjata,benda tajam atau benda tumpul
yang mengakibatkan cacat, luka, sertahilangnya nyawa seseorang,
baik disengaja maupun tidak disengaja(kelalaian), dilarang dan

diancam dengan pidana penjara dengan denda.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga, baik suami, isteri
atau anak dalam hubungan lingkup rumah tangga yang
mengakibatkan’Rasa ketakutan’’, hilangnya rasa percaya diri,
hilangnya kemampuan bertindak atau hilangnya pekerjaan, rasa tidak
berdaya dan penderitaan psikis berat. Hal ini juga menyangkut
kemerdekaan seseorang, maupunkebebasan termasuk merampas

kemerdekaan Hak Asasi Manusia.
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Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual suami isteri,
maupun pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam
lingkup rumah tangga, atau dengan orang lain untuk tujuan komersil
dan tujuan-tujuan tertentu, seperti juga pemuasan nafsu seksual,
pelecehan seksual (Seksual harassment), cabul dalam lingkup
keluargayang mengakibatkan terganggunya hubungan seksual baik
yangdilakukan garis keturunan vertical maupun garis keturunan
horizontal.

Penelantaran Rumah Tangga

Dalam lingkup rumah tangga, setiap orang dilarang “Menelantarkan”
orang, padahal menurut hukum yang berlaku baginya adalah, karena
persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan nafkah
lahir batin, perawatan, pemeliharaan serta mencukupi kebutuhan
rumah tangga. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang
mengakibatkanketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau
melarang untuk bekerja yang layak didalam maupun diluar rumah,
sehingga korban berada dibawah kondisi orang tersebut, termasuk
juga menelantarkan rumah tangga isteri dan anak bahkan sebaliknya
isteri berbuat tidak menghargai suami maupun menelantarkan anak,
meninggalkan suamimaupun anak atau sebaliknya, berturut-turut
selama 6 (enam) bulan,poligami tanpa izin, serta tidak memberikan

nafkah lahir batin.
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Dampak dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Rika Saraswati (2015:86-87) KDRT menimbulkan
dampak negatif secara luas dan jangka panjang.Setiap korban kekerasan
akan mengalami suasana teror yangmembekaskan akibat traumatic bagi
korbannya yang akan dialami baikpada kekerasan terjadi maupun
sesudahnya. Sehingga kalaupun korbanberhasil keluar dari cengkraman
kekerasan itu, namun traumanya masihberbekas sehingga stress yang
disertai gangguan tingkah laku,yang biasa dikenal dengan Post
Traumatic Stres Disorder (PTSD).

PTSD bisa diakibatkan oleh tindak kekerasan dalam rumah
tangga,atau  akibatperkosaan dan berbagai tindakseksual yang
menyimpang. Korban Kekerasan pada umumnya mengalami PTSD
dengan 3 gejala umumyaitu hyperarousal,instruction dan constriction.
Hyperarousal adalah gejala yang memperlihatkan adanya kekhawatiran
terus menerus terhadap datangnya ancaman bahaya, kemudian
instruction menggambarkan kuatnya bekas yang ditinggalkan sebagai
dampak traumatic. Sedangkan constriction menunjukkan ‘“kebekuan”
dalamkeadaan tak berdaya. Penelitian secara konsisten menunjukkan,
bahwa ketakutan pada kekerasan lebih membatasi kehidupan perempuan
dibandingkan laki-laki.

Berdasarkan defenisi di atas maka peneliti dapat menarik
kesimpulan KDRT dapat menimbulkan dampakyang serius pada korban

terdekatnya misalnya adanya dampak fisikmungkin lebih tampak seperti
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luka, rasa sakit,kecacatan, kehamilan, kegugurankan dungan,kematian.
Apapun bentuk kekerasannya selalu ada dampak psikis dari KDRT,
dampak psikis dapat dibedakan setelah kejadian,serta dampak menengah
atau panjang yang lebih menetap.Dampak seperti rasa takut dan
terancam, kebingungan, hilangnya rasapercaya diri, kosentrasi dan
dampak nya sangat besar sekali bagi korbanyang terkena kekerasan
dalam rumah tangga.
Sanksi Hukuman Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Menurut Fatul Djanah (2016:25) Larangan kekerasan dalam
lingkup rumah tangga, ada cara yang dilakukanoleh suami atau isteri dan
anak dalam hukum perkawinan mempunyai 4(empat) macam kekerasan
dalam rumah tangga. Menurut Undang-UndangNomor23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan KDRT sesuai dengan masing-masing kadar
perbuatan pelakukejahatan dalam penerapan ancaman hukuman dapat
diformulasikansebagai berikut :
a. Kekerasan Fisik
Kekerasan fisik dapat diancam dengan pidana penjara
paling lama 5(Lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000
(Lima belas jutarupiah). Dalam hal perbuatan dimaksud
mengakibatkan korban jatuhsakit atau luka berat, maka ancaman
pidana 10 (Sepuluh) tahun penjaraatau denda paling banyak Rp.

30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah).
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Pasal 44 ayat (2) menyatakan, apabila mengakibatkan
matinya korban,maka ancaman pidananya 15 (Lima belas) tahun
penjara atau dendapaling banyak Rp.45.000.000 (Empat puluh lima
juta rupiah).

Pasal 44 ayat (3) menyatakan: dalam hal kekerasan yang
dimaksud pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri ataupun sebaliknya,
yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan
pekerjaan atau jabatan, mata pencaharian, dipidana penjara paling
lama 4 (Empat) bulandan denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima
juta rupiah). Pasal 44 ayat(4) tersebut diatas, hanya menekankan
pada perbuatan kekerasan yangtidak menimbulkan efek apapun.
Kekerasan Psikis
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam
lingkuprumah tangga, dapat diancam dengan pidana penjara paling
lama 3(Tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000
(Sembilan jutarupiah). Dalam hal perbuatan dimaksud dilakukan
oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, mata
pencarian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4
(empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000 (tiga juta

rupiah).
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c. Kekerasan Seksual
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dipidana
dengan penjara paling lama 1 (Satu) tahun atau denda paling banyak
36.000.000 (Tiga puluh enam juta rupiah). Setiap orang yang
memaksa orang menetap dalam rumah tangganya melakukan
hubungan seksual dipidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun,
dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda
paling sedikit 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) atau denda paling
banyak 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).

d. Menelantarkan Keluarga
Penelantaran rumah tangga perbuatannya dapat diancam pidana
penjara paling lama 3 (Tiga) tahun atau denda paling banyak
15.000.000 (Limabelas juta rupiah). Penelantaran ini dapat berupa
mengingkari perjanjian perkawinan, meninggalkan selama 2 (dua)
tahun serta tidak memberikan nafkah lahir batin berturut-turut.

Setiap pidana yang diancam dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan
pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun
pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.

2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah
pengawasan lembaga tertentu.

Tindak pidana kekerasan fisik, Psikis maupun seksual yang

dilakukansuami dan sebaliknya dikatagorikan juga sebagai ‘’Delik
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aduan” yang selama ini dipakai oleh KUHP, setiap perbuatan tidak
menyenangkan dan tindakan penganiayaan (Mishandeling)
berdasarkan laporan orang yangdirugikan, namun sejak adanya
Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004Tentang Penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak menutup kemungkinan
dapat juga masuk dalam pasal-pasal yang diaturKUHP, seperti
pembunuhan (Euthanasia), penganiayaan ringan
(Lichtemishandeling), penganiayaan berat (Zware mishandeling) dan
Undang-Undang lainnya sepanjang mengatur Hak Asasi Manusia
sebagai ancaman pasal subsidair, walaupun terjadi dalam lingkup
rumah tangga.

Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Sulistyowati Irianto & L.I. Nurtjahyo ( 2016:78) Setiap
korban kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan denganfisik
maupun fsikis, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga,maka
korban mempunyai hak-hak sebagai berikut :

a. Memperoleh perlindungan dari pihak keluarga, Kkepolisian,
kejaksaan, pengadilan maupun berdasarkan penetapan pemerintah
perlindungan dari pengadilan.

b. Mendapatkan pelayanan kesehatan, perawatan sesuai dengan
kebutuhan medis untuk kepentingan kesembuhan korban.

c. Penanganan secara khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan

korbankekerasan dalam rumah tangga.



45

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap
tingkat proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

e. Mendapatkan pelayanan dan bimbingan kerohanian menurut aturan
agama yang dianut oleh korban kekerasan. Hak korban merupakan
realisasi HAM sebagai kodrat manusia yangmemerlukan kebebasan
dan perlindungan hukum.

Dalam hal seorang “Anak” terhadap adanya kekerasan dalam
rumahtangga, maka diatur dalam Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979
Tentang Kesejahteraan Anak.Dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut
menyatakan:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam
asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan
kehidupan sosialnya, sesuai dengan Negara yang baik dan berguna.

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa
dalamkandungan maupun sesudah dilahirkan.

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang dapat
membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan-
nyadengan wajar.

Pasal 3 menyatakan, dalam keadaan yang membahayakan

“’anaklah’” yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan
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perlindungan. Lebih lanjut pemeriksaan sidang anak, maka Hakim
memeriksa perkaranya dengan sidang tertutup. Kejahatan terhadap
kemanusiaan (Crime Against Humanity) yang berbasis gender masih
merupakan bagian kehidupan sosial masyarakat, tetapi issu berbagai
perempuan dinyatakan dalam konfrensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) betapa pentingnya kesejahteraan dan keadilan gender.
Proses Perlindungan Korban Kekerasan

Berawal dari ditetapkannya Deklarasi Universal mengenai HAM
(Universal Declaration Human Rights) tahun 1948 di dalamnya
terkandung prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yakni menjunjung tinggi
martabat manusia secara tegas dipopulerkan, dan semua umat bangsa,
Negara di muka bumi ini.
Deklarasi umum HAM Pasal.1 menyatakan: “Semua orang dilahirkan
merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hakyang sama, mereka
dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaulsatu sama lain
dalam semangat persaudaraan”.

Secara tegas Pasal 3 menyatakan:

a. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia
yangsama dengan derajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk
hidu pbermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat
persaudaraan.

b. Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan dan perlakuan

hukumyang adil serta mendapat kepastian hukum serta perlakuan



47

yang sama.
c. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan kebebasan dasar
manusia tanpa diskriminasi.

Menurut M. Khoidin dan Sadjijo (2007:76) institusi kepolisian
dihadapkan dengan berbagai persoalan antara lain ditandai oleh
lambannya respon aparat dalam memberikan bantuandilapangan, enggan
melakukan penahanan, tidak menunjukan rasa kepekaan terhadap korban
pada saat korban menghadapi kekerasan hebat. Berdasarkan hal tersebut
diatas, perlu adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam
rumah tangga sebagaimana haknya mendapatkan pelayanan dari pekerja
sosial, pendamping atau relawan baik ditingkat penyidikan, penuntutan
maupun tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban
untuk secara objektif memaparkan kekerasan rumahtangga yang
dialaminya.

Korban mendapatkan pelayanan konsultasi hukummengenai hak
dan kewajiban serta proses peradilan. Korban berhakmelaporkanlangsung
terjadinya KDRT kepada kepolisian ditempat korban berada maupun
ditempat kejadian perkara(TKP). Korban dapat memberikan kuasa
kepada keluarga atau orang lainuntuk melaporkan kekerasan dalam
rumah tangga kepada pihak-pihak terkait. Apabila korban seorang anak,
laporan dapat dilakukan oleh orangtua atau wali, pengasuh atau anak
yang bersangkutan sesuai denganketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “Anak” adalah orang yang dalam
perkara anak naka ltelah mencapai usia 8 tahun, tetapi belum mencapai
umur 18 tahun danbelum pernah kawin. (Pasall ayat 1).Sesuai dengan
“Deklarasi Anak”mengingat bahwa karena alasan fisik dan mental yang
belum matang dandewasa, anak-anak membutuhkan perlindunganserta
perawatan khusus termasuk perawatan khusus sebelum maupun sesudah
mereka dilahirkan.

Kesejahteraan berdasarkan gender telah diwujudkan di Indonesia
dengan meratifikasi konvensi Internasional mengenai segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan, maka model dan ratifikasi, model
dimaksud adalahbahwa Indonesia mengikatkan diri menjamin terjadinya
pelaksanaan prinsip persamaaan dan kesejahteraan antara perempuan dan
laki-laki melalui perundang-undangan dan berbagai kebijakan serta tidak
saja secara‘“de jure” tetapi juga secara “defacto”, kesejahteraan dan
keadilan dapat diwujudkan.

Ketua Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
sejakditerimanya permohonan, wajib mengeluarkan surat penetapan yang
bersisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarganya,
kecuali ada alasan yang patut.

Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan KDRT, Permohonan untuk memperoleh surat perintah

perlindungan dapat diajukanoleh;
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a. Korban dan keluarga korban
b. Teman korban

c. Kepolisian

d. Relawan atau pendamping
e. Pembimbing rohani.

Tidak hanya masyarakat, perlindungan korban juga tidak
sepenuhnya diperoleh dari aparat penegak hukum, masih banyak aparat
hukum yang belum memahami soal perlindungan hukum.
KehadiranUndang-Undang Nomor23 Tahun 2004, tidak menjamin
danserta merta dimanfaatkan oleh mereka (korban) KDRT, nilai-nilai
sosialbudaya yang menaburkan persoalan “privat” diangkat menjadi
persoalan publik merupakan sekat-sekat penghalang bagi korban
membawa kasusnya ketingkat peradilan.

Menurut Lany Regnata (2002:44). Meskipun telah adaundang-
undang KDRT, korban sering mengalami ketakutan dan tertekan
pada saat melaporkan kasusnya, karena bukan perlindungan yang
didapat, tetapi perlakuan aparat yang cenderung melecehkan korban.
Aspek penting yang diperhatikan dalam proses advokasi anti kekerasan
terhadap perempuan adalah keberadaan korban, proses ini korban
merupakan indikator utama yang mnenentukan apakah advokasi dapat
memberdayakan atau sebaliknya adanya kekerasan untuk kedua kalinya.
Pemahaman advokasi anti kekerasan terhadap perempuan yang sering

mengalami ancaman, tidak sama dengan pemahaman advokasi secara
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umum.
Kerja advokasi mempunyai kekhasan yang tidak hanya
memperhatikan prinsip-prinsip dasar secara umum, namun juga
memahami prinsip-prinsip yang lebih spesifik terkait dengan yang
dialami oleh perempuan. Badan ini berfungsi memantau dan mengawasi
semua system dan mekanisme kerja institusi terkait keberadaan pekerja
sebagai upaya preventif. Krisis centre dan Hotline service yang dapat
dikontak kapan saja terutama bagi menekan yang mengalami tindak
kekerasan, intimidasi, pemaksaan sudah waktunya direalisasikan.
Advokasi anti kekerasan terhadap perempuan memerlukan pema-
knaan secara luas yaitu, advokasi yang tidak hanya bias menjangkau
persoalan mendasar, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses peme-

riksaan yang merupakan bagian dari perlindungan terhadap perempuan.

C. Kebijakan Penerapan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Fungsi Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

Menurut M. Khoidin dan Sadjijo (2007:58) Penegakan Hukum
Pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum
yang tergabung dalam Sistem Peradilan Pidana. Institusi Polri merupakan
aparat dari komponen SPP (criminal justice system)yang terikat
padaKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang
No0.8/1981 (KUHAP). Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum,

polisi senantiasa harus menghormati hukum dan hak asasi manusia.
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Secara garis besar tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum
(law enforcement agency), juga sebagai pemelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat (order maintenance officer).

Adapaun landasan konstitusional Polri dalam melaksanakan
fungsinya ditegaskan dalam pasal 30 ayat 4/5 UUD 1945 sebagai berikut:

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara.

2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan
laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas
mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan
kedaulatan negara.

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas
melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan
hukum.

5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di
dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga
negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan

undang-undang.



52

Dalam model yang lain, tugas polisi dapat dipilah ke dalam upaya
preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan maksud
mencegah terjadinya kejahatan yang meresahkan masyarakat, sedangkan
upaya represif dilakukan polisi melalui serangkaian tindakan penyidikan
kasus kejahatan. Tujuannya agar pelaku kejahatan dapat diseret ke
Pengadilan dan dijatuhi hukuman setimpal (jika terbukti). Tindakan
represif dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang goncang akibat
dicabik-cabik perilaku para penjahat (restitutio in integrum).

Sebagai bagian dari integrated criminal justice system, polisi
merupakan organ paling depan bagi tegaknya hukum. Polisi bertugas
mengurai benang ruwetnya kejahatan dengan melakukan penyelidikan
dan penyidikan. Dalam pelaksanaan tugas ini, diperlukan profesionalisme
polisi, agar mampu menangkap pelaku kejahatan. Sebab bila tidak,
masyarakat akan tetap terancam oleh perilaku menyimpang dari penjahat.

Dua tugas Polisi diatas menurut Mardjono Reksodiputro
merupakan dua sisi dari fungsi polisi. Dalam mengkaji pola
penanggulangan kejahatan kekerasan melalui mekanisme peradilan
pidana, polisi memerankan fungsi penegakan hukum. Fungsi polisi
sebagai penegakan hukum ini secara umum yang diharapkan masyarakat
adalah penegakan hukum pidana (enforcing the criminal law), dengan
mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan menyelesaikan
kejahatan yang terjadi dengan menangkap serta menghadapkan

pelakunya ke pengadilan.
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Upaya menanggulangi kejahatan kekerasan dan kejahatan yang
serius (violent and serious crimes) ini, polisi didesak masyarakat untuk
bergerak cepat melaksanakan tugas penegakan hukum.Penanggulangan
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama ini dilakukan
polisi dengan memberkas perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga melalui proses penyelidikan dan penyidikan serta
meneruskannya ke tingkat selanjutnya.

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak
pidana, supaya bisa menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan. Sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang
untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut bisa
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya Peristiwa penyiksaan tersangka nampaknya sudah
merupakan hal biasa dalam proses penyidikan.

Tidak mengherankan jika kita mendapati tersangka babak belur
setelah “dikerjai” polisi. KUHAP merupakan aturan hukum bagi
pelaksanaan peradilan pidana, mulai dari proses penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan bahkan sampai
pelaksanaan putusan pengadilan. KUHAP memberi wewenang untuk
melaksanakan penyidikan hanya kepada polisi. Tidak ada kekuasan lain

yang berwenang melaksanakan penyidikan (penangkapan, penyitaan
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barang, penggeledahan dan penahanan) selain polisi. Tersangka berhak
untuk memberikan keterangan secara bebas, dan wajib dijauhkan dari
perasaan takut (akibat intimidasi dan penyiksaan) saat menjalani
pemeriksaan. Jika terjadi kekeliruan dalam proses peradilan, tersangka
berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 50-68 KUHAP).
Kepolisian punya wewenang melakukan penahanan untuk kepentingan
penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.
Kepolisian Kota Besar Medan selama ini melakukan penahanan terhadap
pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Untuk membangun sinergi dalam upaya penanggulangan Tindak
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga bersama dengan aparat
kepolisian, LBH menyediakan rumah aman atau shelter kepada korban
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga
memungkinkan si korban atau saksi untuk sementara waktu tinggal di
shelter sambil melakukan konseling secara terus menerus. Pendirian
rumah aman atau shelter ini didasari pertimbangan bahwa ketika kasus
tersebut dilaporkan dan kemudian ditindaklanjuti sampai diputus oleh
pengadilan bagi korban umumnya akan tetap meninggalkan persoalan-
persoalan yang menyangkut psikis yang harus diselesaikan.

Menurut Rita Serena Kolibonso (2015:67) Melihat kondisi di atas
terlihat bahwa kebutuhan tersedianya RPK yang didukung sumber daya
manusia petugas kepolisian yang memiliki pengetahuan tentang konsep
kekerasan gender, instrumen hukum yang berkaitan dengan masalah-

masalah tersebut, serta berperspektif gender dan memiliki empati mutlak
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diperlukan di setiap tingkat kepolisian. Sayangnya, penurut penuturan
petugas terkait keberadaan RPK masih belum merata di seluruh Polres di
Indonesia (karena di beberapa daerah masih kesulitan SDM dan biaya
operasional). Selain itu RPK yang sudah ada biaya operasionalnya sering
berasal dari inisiatif pribadi Kapolres atau petugas RPK sendiri.Selain itu
pelayanan dari pihak kepolisian terhadap korban dianggap cepat dalam
merespon laporan tentang terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga yang datangnya dari korban. Dalam hal kewajiban
kepolisian untuk melindungi korban juga telah diupayakan dengan baik
dari pihak kepolisian seperti yang diamanatkan dalam Pasal 20 ayat c
Undang-undang Nomor23 Tahun 2004.

Sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum di Indonesia
sangat penting bagi aparat kepolisian untuk memiliki pengetahuan seluas
mungkin mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Pengetahuan yang luas ini penting agar penegak hukum tersebut dalam
menangani suatu kasus kejahatan atau pelanggaran hukum dapat
bertindak tepat dengan mengetahui pasal mana dari peraturan manakah
yang dapat dijadikan landasan penyidikannya. Untuk itulah penting juga
bagi aparat kepolisian untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan
masalah kekerasan, gender, dan instrumen hukumnya terutama dalam
menangani kasus-kasus yang menyangkut Tindak Pidana Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.Kurang baiknya kinerja kepolisian menurut

korban berkaitan dengan masalah penerimaan kompensasi dalam bentuk
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barang (uang) dari salah satu pihak yang berperkara. Penerimaan
kompensasi tersebut selain mempengaruhi pandangan masyarakat
terhadap citra polisi untuk bertindak objektif dalam menangani suatu
perkara.

Kesulitan untuk bertindak objektif ini disebabkan karena pihak
pemberi dana tersebut pasti mengharapkan suatu tindakan sebagai suatu
timbal balik dari apa yang mereka berikan. Akan tetapi selama
pengawasan terhadap kinerja kepolisian dan dana operasional bagi tugas
kepolisian masih kurang, maka kejadian-kejadian di atas masih akan
selalu dialami para pihak yang berperkara Cara pandang masyarakat
terhadap Tindak Pidana KDRT sebagai hal internal, oleh karena itu
terhadap pihak yang bertikai dalam masalah tersebut selalu diajukan
saran untuk berdamai. Saran tersebut berasal dari tokoh masyarakat atau
Kepolisian, sekalipun salah satu pihak sudah mengalami cacat fisik
secara permanen atau gangguan psikologis karena trauma. Selain
merupakan urusan internal, oleh sebagian masyarakat masih dianggap
sebagai upaya pembelajaran karena tindakan istri atau anak yang
dianggap kurang tepat.

Menurut Arif Gosita (1993:89) Suami sebagai kepala keluarga
berhak memberi hukuman kepada istri atau anaknya yang dianggap
bersalah itu. Hal ini terjadi karena masih dianutnya pola pikir patriarkis
oleh sebagian anggota masyarakat. Masyarakat yang dipengaruhi pola

pikir patriarkis menganggap bahwa istri dan atau anak adalah semata-



57

mata milik suami. Sebagai milik, istri dan anak dapat diperlakukan dan
diatur sesuai kehendak suami (tidak memiliki keinginan atau kehendak
sendiri).

Sehubungan dengan anggapan masyarakat tersebut di atas, aparat
penegak hukum dalam menangani laporan Tindak Pidana Kekerasan
Dalam Rumah Tangga sering kali berupaya untuk mendamaikan para
pihak yang bertikai. Hal ini selain terjadi dalam tingkat penyidikan juga
masih terjadi dalam proses Pengadilan Agama. Penegak hukum yang
menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga
cenderung masih bersikap bias gender. Mereka sering menganggap
terjadinya kekerasan disebabkan oleh karena istri memiliki kekurangan
yang tidak dapat ditoleransi suami. Kenyataan demikian mengakibatkan
korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengalami
kekerasan berlapis.

Peran Pemerintah Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peran serta masyarakat dalam mekanisme Sistem Peradilan
Pidana mempunyai posisi sebagai saksi, baik saksi pelapor maupun saksi
korban. Kepolisian dan Kejaksaan sangat membutuhkan peran
masyarakat ini dalam pengungakapan suatu kasus Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Harapan tersebut belum didukung
sebelumnya oleh kesadaran masyarakat untuk berperan menjadi saksi

dalam mekanisme Sistem Peradilan Pidana ini.
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Selain tidak mau menjadi saksi, masyarakat masih merasa takut
untuk melaporkan jikaada Tindak Pidana KDRT. Hal ini karena
pandangan masyarakat masih dipengaruhi oleh pencitraan negatif
terhadap Kepolisian. Di sisi lain, para pihak yang terlibat dalam
perselisinan rumah tangga juga cenderung tidak mau melapor kepada
pihak yang berwajib, apabila terjadi kekerasan terhadap dirinya yang
dilakukan oleh pihak pasangan. Berbagai alasan mendasari
kecenderungan tersebut seperti, rasa malu, sungkan dengan keluarga
besar, aib jika diketahui umum. Alasan-alasan ini muncul karena adanya
pendapat di kalangan sebagian anggota masyarakat bahwa kekerasan
yang dialami istri adalah kesalahan perempuan juga. Selain itu
ketergantungan yang besar terhadap pelaku secara ekonomis juga
menjadikan alasan bagi korban untuk enggan melapor. Alasan lain yang
menjadi pertimbangan perempuan untuk tidak melaporkan kekerasan
yang terjadi pada dirinya berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam
menangani perkara.

Menurut Sulistyowati Irianto dan L.l. Nurtjahyo (2016 : 68)
Keengganan perempuan melaporkan kekerasan yang menimpanya pada
pihak yang berwajib akan berdampak pada nasib perempuan lain.
Kekerasan terhadap perempuan dalam ruang domestik akan tetap
menjadi “korban yang membisu” (Silence violence) meskipun perempuan
yang bersangkutan sudah memilih jalur hukum dengan cara bercerai.

Memang pada kenyataannya perempuan tersebut selamat, tetapi pelaku
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dibiarkan bebas tanpa memperoleh ganjaran yang setimpal atas perbuatan
yang dilakukannya. Ada kemungkinan pelaku melakukan perbuatannya
lagi pada orang lain. Pembiaran ini tidak menjadikan pembelajaran yang
bisa menjadi inspisari bagi perempuan yang mengalami kekerasan yang
serupa.

Keterlibatan masyarakat dalam mekanisme peradilan pidana
sangat mendukung bekerjanya peradilan pidana dalam penanggulangan
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Masih enggannya
masyarakat untuk melaporkan kejahatan yang terjadi dan tidak mau
menjadi saksi, menandakan bahwa masih banyak jumlah tindak pidana
yang tidak dilaporkan.

Menurut Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom (2007:135),
banyak faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga tidak
melaporkan penderitaan yang menimpanya antara lain: pertama, si pelaku
dengan si korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan
perkawinan. Hal ini biasanya menyulitkan karena biasanya keengganan
korban untuk melaporkan mengenai apa yang terjadi kepada mereka.
Rasa takut dari korban karena si pelaku tinggal satu atap dengan mereka
sehingga jika korban mengadukan apa yang telah terjadi kepadanya
kepada pihak yang berwajib, si korban akan mendapatkan perlakuan
yang lebih parah dari pelaku ketika korban pulang ke rumah. Kedua,
korban merasa jika melaporkan keadaannya akan membuka aib keluarga.
Ketiga, kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia

sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian akan berhasil
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keluar dari cengkeraman si pelaku. Adanya non-reporting of crime dalam

kasus tindak kekerasan merupakan suatu fenomena universal, yang

dijumpai juga di negara-negara lain. Adanya non-reporting ini
disebabkan beberapa hal:

a. Si korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya baik
secara fisik, psikologis, maupun sosiologis.

b. Si korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya,
terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri.

c. Si korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini
belum tentu dapat membuat dipidananya pelaku.

d. Si korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa
cemar yang lebih tinggi lagi pada dirinya (misalnya melalui
publikasi media massa atau cara pemeriksaan aparat hukum yang
dirasanya membuat makin terluka).

e. Si korban khawatir akan retaliasi atau pembalasan dari pelaku.

f. Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban,
membuatnya enggan melapor.

g. Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan
mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum.

h. Ketidaktahuan korban bahwa yang dilakuka terhadap dirinya
merupakan suatu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan.

Hasil seminar Unafei di Tokyo, Jepang juga menegaskan bahwa
kejahatan tidak dilaporkan kepada polisi atau lembaga investigasi lainnya

dikarenakan sebagai berikut:
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a. Adanya ketakutan akan stigma sosial dan malu mengungkapkan aib
yang menimpa korban, misalnya untuk kasus perkosaan;

b. Adanya ketakutan akan kemungkinan balas dendam dan permusuhan
dari pelaku kejahatan dan kelompoknya;

c. Tidak suksesnya dalam pengungkapan suatu kasus oleh aparat;

d. Hilangnya kepercayaan pada sistem peradilan pidana;

e. Munculnya sikap acuh tak acuh dan apatisme masyarakat;

f. Masyarakat merasa enggan untuk dilibatkan dalam mekanisme
peradilan pidana.

Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana mempunyai
peranan yang sangat penting karena kesaksian korban merupakan
kesaksian yang paling memenuhi syarat kesaksian. Hal ini sebagaimana
diatur dalam pasal 1 butir ke-27 KUHAP, yaitu kesaksian yang diberikan
karena mendengar, melihat, dan mengalami sendiri terhadap kejahatan
kekerasan. Oleh karena itu, pasal 160 ayat (1) huruf (b) KUHAP
melegitimasi bahwa saksi korban kejahatan adalah saksi yang pertama
didengar keterangannya di pengadilan. Korban kekerasan dalam rumah
tangga akan mengalami penderitaan/kerugian yang sangat beragam,
seperti materiil, fisik maupun psikis sehingga perlindungan yang
diberikan kepada korban pun harus beragam pula. Tidak sedikit korban
mengalami penderitaan beruntun pada waktu bersamaan. Guna
mengurangi penderitaan yang dialami korban kekerasan dalam rumah

tangga, undang-undang memberikan hak kepada korban korban
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kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan:

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap
tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

e. Pelayanan bimbingan rohani.

Dalam rangka upaya pemenuhan hak dan rasa aman terhadap
perlindungan serta hak asasi korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga juga sekaligus menjadi saksi, maka lahirlah Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK adalah lembaga yang
bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak
lain kepada saksi dan/atau korban. Lembaga ini merupakan lembaga
yang mandiri, yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan
membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada DPR RI.

Menurut Rita Serena Kolibonso (2000:45), LPSK diperlukan
untuk mendorong agar proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai
dengan due process dengan penghormatan pada hak-hak saksi dan
korban. LPSK merupakan refleksi tanggung jawab negara pada warganya

yang berkontribusi dalam proses peradilan pidana. Kemudian
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memberikan jaminan hukum pada saksi dan korban agar dapat
memnerikan keterangan tanpa ketakutan akan intimidasi atau retailasi
pelaku.

Komala Chandra Kirana, Ketua Komnas Perempuan. Menyatakan
keberadaan LPSK sangat diperlukan karena perlu dibedakan antara tahap
awal peristiwa, tahap investigasi, tahap pra persidangan, tahap
persidangan, dan pasca persidangan. Pada tahap awal peristiwa saksi dan
korban memerlukan LPSK dikarenakan tempat sementara jauh dari
lokasi dan pelaku kekerasan. Rasa aman secara ekonomis semisal tidak
dipecat, pemulihan fisik dan psikologis dan adanya keyakinan bahwa
masyarakat tidak akan mengucilkan atau mempersalahkan korban. Pada
tahap investigasi, adanya jaminan keamanan dari intimidasi dan teror.
Tidak disudutkan dalam investigasi maupun dalam proses investigasi
tidak berlarut dan adanya pendamping. Tahap pra persidangan, adanya
rasa aman dari intimidasi dan teror. Perlunya informasi dan sistem dan
proses persidangan, dampak persidangan, perkembangan persidangan
kasus, adanya pendampingan hukum dan psikologis. Pada tahap
persidangan, perlu adanya rasa aman dari intimidasi dan teror yang
meliputi kepekaan gender, tidak diperlakukan sebagai tertuduh, tidak
mengakibatkan retraumatisasi. Pada tahapan ini juga perlu pendampingan
hukum dan dukungan ekonomi. Pada tahap pasca persidangan, rasa aman
dari tindakan balas dendam, adanya infomasi tentang putusan pengadilan,

dapat kompensasi, dan rehabilitasi.
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Keberadaan saksi yang merupakan wujud dari peran serta
masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana, ikut
menentukan keberhasilan proses peradilan pidana. Saksi merupakan
salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan, oleh karena keterangan
saksi atau korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri
terjadinya suatu kejahatan. Karena pentingnya keberadaan saksi dalam
upaya pengungkapan suatu tindak pidana sudah sepantasnyalah demi
keberhasilan upaya penanggulangan tindak pidana, saksi dan korban
berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga,
maupun harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan
kesaksiannya.

Akibat korban kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah
bertanggungjawab dalam upaya pencegahan, Yyaitu merumuskan
kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,
menyelenggarakan komunikasi dan informasi serta edukasi tentang
kekerasan dalam rumahtangga, pendidikan dan pelatihan sensitif gender
dan issu kekerasan dalamrumah tangga serta menetapkan standar dan
akredasi pelayanan yang sensitive gender.

Meskipun perempuan mempunyai hak secara hukum, tetapi
kebijakan yangada di Indonesia belum mengakomodir hak-hak
perempuan bahkan mereka tidak diizinkan untuk mengontrol dirinya
sendiri, Seorang perempuan seringkali tidak boleh memutuskan
bagaimana seksualitas dan reproduksinya, juga akses informasi dan

pelayanan kesehatan Komnas HAM, dengan demikian adanya kebijakan
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dan kekuasaan untukmemutuskan hal tersebut. Salah satu masalah yang
mempengaruhi kesehatan reproduksi maupun kenyamanan dalam rumah
tangga.

Berdasarkan tersebut diatas, maka semua pihak dalam arti “Setiap
orang” yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya peristiwa
KDRT, wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuan
untuk:

a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana

b. Memberikan perlindungan terhadap korban

c. Memberikan pertolongan darurat

d. Membantu proses pengajuan penetapan perlindungan secara refresif
“’Setiap orang’® wajib melaporkan terjadinya kekerasan dalam
rumah tangga kepada pihak yang berwajib untuk diproses
secarahukum dalam rangka penegakan hukum.

Wujud dari deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan
terhadapperempuan, dalam pasal 4 menyatakan :

“Negara harus mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan tidak
berlindung dibalik pertimbangan anggota rumah tangga, tradisi atau
agama untuk menghindari tanggung jawab, Negara harus
merumuskannya dengan cara-cara baru dan tidak memihak kepada
kebijakan untuk menghapuskankekerasan terhadap perempuan”.
Untuk membuktikan keseriusan Negara dalam menindak kasus-
kasuspelanggaran HAM yang spesifik gender oleh aparat Negara mesti
disikapidengan mengajukan mereka pada peradilan HAM, karena telah
mempanjangpenderitaan, kekerasan terus berulang karena belum adanya
langkah konkrityang mampu memberi sanksi yang tegas terhadap pelaku.

Kebijakan dalam bidang reproduksi yang ditempuh oleh
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KementerianNegara Pemberdayaan Perempuan  (KNPP)  untuk

meningkatkan kesetaraandan keadilan gender serta menurunkan tingkat

kekerasan pada perempuanadalah :

a. Peningkatan kualitas hidup perempuan (PKHP)

b. Pengarus Utamaan Gender (PUG)

c. Penguatan Pranata dan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan.
KomnasHAM.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Negara dan masyarakat serta
komponenbangsa bersama-sama menciptakan berbagai kebijakan dan
perangkathukum maupun instansi dan lembaga masyarakat dengan
merivisi dan menciptakan instrument hukum serta regulisasi dengan
memberikan pemberdayaan terhadap hak, bekerja guna percepatan
pencapaian kesepahaman dan keadilan didepan hukum maupun
perlindungan korban kekerasan.

Peranan Alim Ulama maupun tokoh-tokoh agama juga, sangat
memegang peranan penting baik perorangan maupun secara
kelembagaan, untuk memberikan motivasi perubahan mental spiritual
agar seseorang dalam menjalani hidup berumah tangga, bahkan yang
sudah berkeluarga dan rumah tangga, dapat memahami makna
kehidupanr rumah tangga yang“Sakinah Mawaddah dan Warrohmah”,
sehingga tidak menimbulkan dampak terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga, dengan demikian dapat menanamkan pengertian keagamaan

kepada suami, istri dan anak.



67

Kasus kekerasan terhadap perempuan terbilang kompleks selama
ini,banyak kegiatan terfokus pada perempuan sebagai korban, belum
banyak program yang menyasar laki-laki sebagai pelaku kekerasan.

Kegiatan tersebut merupakan inisiatif peranan masyarakat melalui
lembaga yang merupakan inovasi baru dalam menanggulangi kekerasan
terhadapperempuan. Jika ingin menghapus kekerasan terhadap
perempuan kita juga harus menyasar pelaku yang melibatkan laki-laki
agar mengerti dan tidak melakukan kekerasan. namun terlepas dari
terobosan dengan menyasar laki-laki, tinjauan megenai penerapan
program tersebutdiatas, tujuannya untuk mengetahui apakah hasil dari
program ini sudah menuju padaperubahan prilaku yang bias
berkonstribusi pada penghentian kekerasanterhadap perempuan atau
belum.

Melalui pengembangan inovasi ini semua berharap timbul
kesadaran warga tentang kekerasan dan ragam bentuknya, warga untuk
saling mengingatkan untuk melindungi perempuan dan anak sebagai

kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan.

D. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1.

Pengertian Kepolisian
Menurut Momo Kelana (1972:18) Kata polis berasal dari bahasa
Yunani “Politeia” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Di

Negara Belanda pada zaman dahulu istilah polisi dikenal melalui konsep
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catur praja dan Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4
(empat) bagian, yaitu Bestuur, Politie, Rechtspraak, dan Regelling.

Dengan demikian polities dalam pengertian ini sudah dipisahkan
dari Bestuur dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada
pengertian ini polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang
mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-
kewajiban.

Menurut Charles Reith (dalam Momo Kelana, 1972:25) dalam
bukunya The Blind Eye Of History mengemukakan pengertian polisi
dengan terjemahan kedalam bahasa Indonesia sebagai tiap-tiap usaha
untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat.
Didalam Encyclopedia and social science dikemukakan bahwa
pengertian polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan
untuk menjelaskan berbagai aspek daripada pengawasan keseharian
umum.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S Poerwodarmita
dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung pengertian merupakan
badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamananan dan
ketertiban umum, dan merupakan pegawai negeri yang bertugas menjaga
keamanan dan ketertiban umum. Dalam pengertian ini, istilah polisi
mengandung 2 (dua) pengertian ini makna polisi tugas dan sebagai

organnya.
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Polisi adalah aparat penegak hukum dan menjaga kamtibmas
yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam
hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapkan kesadaran hukum
dan sikap tertib dari masyarakat. Sebaliknya, masyarakat menghendaki
agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak serta
senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan
dan perasaan masyarakat.

Kata Polri adalah singkatan dari Polisi Republik Indonesia.
Sekarang yang dikatakan polisi adalah badan pemerintahan yang
bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Pembentukan
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang lazim disebut POLRI
yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolsian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut UU Kepolisian. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.2 tahun 2002
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal-
ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan Fungsi Kepolisian
a. Tugas
Sebagaimana dalam Bab Il UU No.2 Tahun 2002 tentang
Tugas dan Wewenang, dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian
Negara Republik Indonesia adalah:

1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
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2) Menegakkan hukum;

3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, menyatakan

bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara

Republik Indonesia bertugas :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

Membina masyarakat untuk meningkatkan  partisipasi
masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga
masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan

perundang-undangan lainnya;
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8) Menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian,  kedokteran
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk
kepentingan tugas kepolisian;

9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana
termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;

10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara
sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Fungsi

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat
negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sebagaimana p